JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT WIDYA WIWAHA

Volume 3(3), 105-111. e-ISSN: 3026-6297

PENGUATAN TATA KELOLA SUMBER DAYA
MANUSIA PEREMPUAN DIASPORA MELALUI
PENYUSUNAN SOP KERJA SAMA

Nita Fitriana

Prodi Manajemen, STIE Widya Wiwaha-email: nitafitriana@stieww.ac.id

Ringkasan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk menyusun Standard Operating
Procedure (SOP) Kerja Sama Pimpinan Cabang Istimewa (PCI) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Malaysia.
Selama ini, kegiatan kolaboratif yang melibatkan pihak eksternal cenderung bersifat top-down dan kurang
responsif terhadap kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif-kolaboratif digunakan
dalam kegiatan ini, dengan melibatkan 15 pengurus PCI Fatayat NU secara daring dan luring selama periode
November 2024 hingga April 2025. Hasil kegiatan ini adalah dokumen SOP yang terdiri dari sepuluh
prosedur kerja sama, mulai dari inisiasi kegiatan hingga pelaporan dan evaluasi. SOP ini diharapkan
menjadi pedoman resmi dalam menjalin kerja sama yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. PKM ini
juga memperkuat kapasitas kelembagaan Fatayat NU sebagai organisasi perempuan diaspora dalam
menjalin sinergi dengan pihak eksternal.
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1. Pendahuluan

Malaysia saat ini menjadi salah satu negara penerima pekerja migran terbesar di Asia Tenggara.
Menurut pernyataan Menteri Sumber Manusia di Parlemen Malaysia, sampai tanggal 31 Desember
2024, terdapat 2.368.422 pekerja migran asing di Malaysia [1]. Dari sisi asal negara, Indonesia
menjadi negara terbesar yang mengirimkan pekerja migran ke Malaysia. Kedutaan Besar Republik
Indonesia di Kuala Lumpur mencatat saat ini terdapat 1,5 juta orang Pekerja Migran Indonesia di
Malaysia [2]. Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan porsi
pekerja migran perempuan mendominasi; misalnya tahun 2021 mencapai 87,9% dan pada September
2023 sekitar 68% dari penempatan bulanan [3]. Tren ini menegaskan akan pentingnya desain program
yang sensitif gender khususnya dalam melindungi hak-hak pekerja migran perempuan.

Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi perempuan muda di bawah naungan Nahdlatul
Ulama yang memiliki fokus pada pemberdayaan perempuan muda melalui berbagai kegiatan di
bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan [4]. Di berbagai wilayah, termasuk di luar negeri seperti
Malaysia, Fatayat NU memainkan peran penting dalam membangun ketahanan komunitas dikalangan
perempuan dan keluarga Indonesia. Sebagai organisasi perempuan, Fatayat NU memegang peranan
strategis dalam mendorong transformasi sosial. Fatayat NU bukan sekadar menyelenggarakan
kegiatan sosial, tetapi juga memiliki legitimasi kultural-keagamaan, dan bisa menjembatani warga,
tokoh agama, serta pemerintah. Dengan peran tersebut, Fatayat bisa mendorong transformasi sosial:
dari nilai patriarkal ke relasi yang lebih setara, dari ketergantungan ke kemandirian, dari praktik tidak
sehat ke praktik yang melindungi perempuan dan anak.
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Berbagai studi menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan secara langsung berdampak pada
peningkatan kesejahteraan anak, penguatan peran keluarga, dan pembangunan sosial-ekonomi
masyarakat. Perempuan yang memiliki akses terhadap pendidikan, informasi, dan pengambilan
keputusan cenderung mampu memberikan kontribusi signifikan bagi keluarga dan masyarakatnya [5]
[6]. Bahkan, peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan masyarakat telah terbukti
berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) tujuan 5-Kesetaraan
Gender, SDGs tujuan8-perlindungan hak pekerja, termasuk migran perempuan, dan SDGs tujuan 16-
Institusi yang Tangguh [7].

Di Malaysia, Fatayat NU menjalankan berbagai program sosial-keagamaan yang menjangkau
komunitas pekerja migran, pelajar, dan keluarga Indonesia [8]. Kegiatan meliputi pengajian/kajian
rutin bulanan, santunan, peringatan hari keagamaan, pelatihan dan workshop, Pendidikan anak dan
Kesehatan [9]. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas program dan memperluas dampak, PCI
Fatayat NU merasa perlu dukungan baik secara materiil maupun moril dari berbagai pihak. Oleh
karenanya menjalin kerja sama dengan berbagi pihak eksternal menjadi penting dan strategis.

Fatayat NU Malaysia telah menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti penyuluhan, pelatihan, dan
pendampingan komunitas atas kerjasama dengan pihak eksternal. Namun, sebagian besar kegiatan
kerjasama terlaksana atas inisiasi dari pihak eksternal dengan tidak memperhatikan kebutuhan
organisasi. Hal tersebut berdampak pada kegiatan yang kurang tepat dan efisien bahkan tidak
berkelanjutan.

Dalam konteks inilah, penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) menjadi langkah penting
dan mendesak. SOP dapat memberikan pedoman baku bagi organisasi dalam menerima, merancang,
dan mengevaluasi kerja sama secara terstruktur dan dipertanggungjawabkan. Menurut Hakim &
Rahayuna (2024), SOP yang dirancang dengan baik tidak hanya menjamin konsistensi pelaksanaan,
tetapi juga memfasilitasi komunikasi lintas institusi dan mendukung akuntabilitas kelembagaan.
Penelitian lain juga menegaskan bahwa keberadaan SOP merupakan elemen penting dalam tata kelola
organisasi berbasis kolaborasi, terutama untuk organisasi masyarakat sipil yang sering menjalin kerja
sama dengan sektor eksternal [11]

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini secara khusus
bertujuan untuk membantu Fatayat NU di Malaysia dalam menyusun dan merumuskan SOP kerja
sama dengan pihak eksternal sebagai panduan resmi dan sistematis. SOP ini diharapkan menjadi alat
kendali mutu organisasi dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan, efisien, serta bermanfaat
secara timbal balik bagi kedua belah pihak.

2. Metode Penerapan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan
partisipatif-kolaboratif, yang menempatkan organisasi mitra sebagai subjek aktif dalam setiap
tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa hasil kegiatan — dalam hal ini
berupa dokumen Standard Operating Procedure (SOP) — benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil
organisasi dan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.

Pendekatan partisipatif-kolaboratif memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan
pengalaman antara akademisi dan komunitas, serta memperkuat keberlanjutan hasil kegiatan karena
adanya rasa memiliki dari mitra terhadap solusi yang dihasilkan. Menurut Afdhal et al, [12], metode
partisipatif dalam kegiatan pengabdian dapat meningkatkan efektivitas program karena melibatkan
mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Selain itu, Qorib (2024) menekankan bahwa
kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat harus bersifat dialogis, berbasis kebutuhan lokal,
dan dibangun atas dasar kesetaraan.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada bulan November 2024 hingga April 2025. Pelaksanaan
dilakukan secara hybrid, yaitu melalui pertemuan daring dan luring. Pertemuan luring dilaksanakan
di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan tetap memperhatikan ketersediaan dan keterjangkauan peserta,
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sementara pertemuan daring dilakukan melalui platform Google meeting, Zoom dan WhatsApp Group
sebagai forum diskusi dan koordinasi.

Kegiatan ini melibatkan 15 orang pengurus Fatayat NU Malaysia, terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris,
Bendahara, dan Koordinator Bidang. Para peserta dilibatkan secara aktif dalam proses pengumpulan
data, diskusi, dan validasi dokumen SOP, guna memastikan adanya rasa memiliki terhadap hasil
akhir.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan berikut:
1. Identifikasi Kebutuhan (Need Assessment):

Tim PKM melakukan wawancara dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD)
dengan pengurus Fatayat NU Malaysia untuk mengidentifikasi permasalahan, pengalaman kerja
sama sebelumnya, serta harapan terkait format dan isi SOP kerja sama.

2. Kajian Dokumen dan Studi Literatur:

Pada tahap ini dilakukan penelusuran terhadap berbagai dokumen SOP organisasi sejenis serta
referensi akademik mengenai praktik kerja sama antara organisasi masyarakat dan institusi
Pendidikan atau lainnya. Data ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun kerangka dasar SOP.

3. Penyusunan Draf SOP:

Berdasarkan data primer dan sekunder yang diperoleh, tim PKM menyusun draf awal SOP yang
mencakup: tujuan, ruang lingkup, alur kerja, pelaksana, format dokumen kerja sama, serta
mekanisme evaluasi.

4. Uji Publik dan Finalisasi:

Draft SOP didiskusikan dalam forum uji publik internal yang melibatkan seluruh pengurus
Fatayat NU untuk memperolen masukan perbaikan. Proses ini dilakukan secara hybrid dan
menghasilkan versi final SOP yang telah disepakati bersama.

5. Sosialisasi dan Penyerahan Dokumen SOP:

Dokumen SOP yang telah final disosialisasikan dan diserahkan kepada pengurus Fatayat NU
Malaysia untuk digunakan sebagai pedoman kelembagaan.

3. Hasil dan Ketercapaian Sasaran

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini berhasil menghasilkan dokumen Standard
Operating Procedure (SOP) Kerja Sama antara Fatayat NU Malaysia dengan Perguruan Tinggi, yang
disusun berdasarkan hasil diskusi, kajian literatur, dan uji publik internal organisasi. SOP ini
mencakup tujuh komponen utama sebagai berikut:

1. Tujuan

Menjadi pedoman formal dalam menjalin kerja sama antara Fatayat NU Malaysia dan perguruan
tinggi, dengan menjamin prinsip efisiensi, akuntabilitas, kebermanfaatan bersama, dan kesesuaian
dengan visi-misi organisasi.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk berbagai bentuk kerja sama, seperti kegiatan pengabdian kepada
masyarakat, seminar dan lokakarya, pelatihan peningkatan kapasitas, riset kolaboratif,
pendampingan komunitas, serta pertukaran pengetahuan.

3. Struktur Penanggung Jawab

SOP menetapkan peran dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk Koordinator
Kerja Sama, Sekretaris, dan Tim Teknis Pelaksana.

4. Prosedur Pelaksanaan
Prosedur disusun dalam bentuk alur kerja yang terdiri dari:
a. Kontak Awal oleh Pihak Eksternal
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Perguruan tinggi atau lembaga eksternal yang ingin menjalin kerja sama diharuskan
menghubungi PCI Fatayat NU Malaysia selambat-lambatnya satu bulan sebelum rencana
kegiatan dilaksanakan.

b. Pengajuan Informasi Kegiatan

Pihak eksternal menyampaikan deskripsi awal kegiatan yang meliputi tujuan, bentuk aktivitas,
serta manfaat kegiatan bagi kedua belah pihak.

c. Informasi Kontribusi Kegiatan

Bentuk kontribusi pihak eksternal harus diinformasikan secara rinci. Kontribusi dapat berupa
materi (dana), non-materi (tenaga, alat, narasumber), fasilitas (tempat, akomodasi,
transportasi), hingga bentuk kerja sama jangka panjang.

d. Pengajuan Proposal

Pihak eksternal wajib mengirimkan proposal resmi yang berisi rincian kegiatan, jadwal,
jumlah dan nama pelaksana, serta bentuk kerja sama yang diusulkan.

e. Koordinasi Online

PCI Fatayat NU Malaysia menjadwalkan pertemuan koordinasi daring guna menyepakati
teknis pelaksanaan kegiatan.

f. Kesepakatan Bersama

Apabila telah tercapai kesepahaman, pihak eksternal wajib menginformasikan kebutuhan
teknis selama pelaksanaan kegiatan seperti jumlah peserta, kebutuhan akomodasi,
transportasi, dan logistik lainnya.

g. Penyaluran Infag Administrasi

Pihak eksternal wajib menyalurkan infaq administrasi sebesar RM 300 sebelum kegiatan
dimulai. Dana ini tidak dikembalikan apabila terjadi pembatalan sepihak.

h. Koordinasi Pra-Pelaksanaan (Opsional)
Jika diperlukan, dapat dilakukan koordinasi tambahan menjelang hari pelaksanaan kegiatan.
i. Perubahan Waktu Pelaksanaan

Setiap perubahan jadwal harus disampaikan minimal 2 minggu sebelumnya. Jika
diinformasikan mendadak (<2 minggu), maka kegiatan dianggap batal.

j. Laporan Hasil Pelaksanaan

Setelah kegiatan selesai, pihak eksternal wajib mengirimkan laporan dalam bentuk soft copy
paling lambat 2 bulan, yang mencakup:

5. Kontribusi Kegiatan
Dalam poin ini dijelaskan tentang dukungan Kerjasama baik dalam jangka pendek maupun
Panjang.

6. Dokumentasi dan Arsip

SOP mewajibkan dokumentasi tertulis atas seluruh proses dan output kegiatan, termasuk foto,
notulensi, laporan akhir, serta publikasi di media sosial atau media massa.

7. Evaluasi dan Monitoring

Terdapat indikator keberhasilan dan formulir evaluasi yang wajib diisi setelah kegiatan berakhir
untuk menilai efektivitas program dan kerja sama.

8. Lampiran Dokumen
Termasuk di dalamnya adalah template MoU/MoA, form pengajuan kerja sama, format laporan
kegiatan, dan panduan evaluasi.

Hasil penyusunan SOP kerja sama ini sejalan dengan praktik baik yang juga ditemukan pada
organisasi masyarakat sipil lain. Studi PLOS ONE pada LSM menunjukkan kemitraan dengan tata
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kelola kuat cenderung lebih berkelanjutan dan berdampak sosial nyata. SOP membantu
menyeimbangkan relasi kuasa, memperjelas ekspektasi, serta menjaga akuntabilitas. Bahkan, SOP
menjadi rujukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak hanya berorientasi
seremonial, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap komunitas dampingan atau mitra [14].

Dari hasil FGD yang dilakukan, mayoritas pengurus Fatayat NU Malaysia (80%) menyatakan bahwa
sebelum adanya SOP, mekanisme kerja sama seringkali berjalan tanpa standar yang jelas. Hal ini
menyebabkan duplikasi kegiatan, keterlambatan laporan, dan kurangnya keberlanjutan program.
Dengan SOP yang baru disusun, para pengurus berharap tercipta konsistensi prosedur dalam setiap
kerja sama, yang dapat dievaluasi secara periodik.

®_,. S

Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi dan Penyerahan Dokumen SOP

4. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini berhasil menghasilkan dokumen Standard
Operating Procedure (SOP) Kerja Sama yang aplikatif dan kontekstual, disusun secara partisipatif
bersama pengurus PCI Fatayat NU Malaysia. Dokumen SOP tersebut memuat alur kerja sama mulai
dari inisiasi, penyusunan proposal, koordinasi teknis, hingga pelaporan dan evaluasi kegiatan.

Keberadaan SOP ini menjadi instrumen penting dalam membangun tata kelola kerja sama yang lebih
profesional, akuntabel, dan berkelanjutan antara organisasi perempuan diaspora dan institusi
pendidikan tinggi. Melalui SOP ini, diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
melibatkan perguruan tinggi dapat lebih tepat sasaran, selaras dengan kebutuhan komunitas, dan
memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua belah pihak.
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